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TATANASKAHDINAS

Pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan
penandatanganan serta pengamanan Naskah Dinas yang digunakan
dalamkomunikasi kedinasan

TATA NASKAHDINAS

Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi
kedinasan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan

NASKAHDINAS lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri,
BUMN/BUMD dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan
pembangunan.

Jenis Naskah dinas dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM terbagi
atas 4 Jenis yaitu Naskah Dinas Arahan, Naskah Dinas Korespondensi
Naskahdinas KhususdanNaskahDinasLainnya

JENISNASKAHDINAS



PENYUSUNAN NASKAH DINAS
1. Persyaratan Penyusunan :

a) Ketelitian

b) Kejelasan

c) LogisdanSingkat

d) Pembakuan

2. Pengetikan dan Penandatanganan

a) Konsepyangtelahdisetujuidiketik rangkapdua.

b) Rangkapkeduadibuatkankolomparafyang 
diletakandisebelahkiri bawah.

c) Naskahdinaslembarpertamadankedua
ditandatanganiolehpejabatberwenang.

d) Untuknaskahdinasrahasiadikelolatersendiri.
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KOLOM PARAF TANDA TANGAN DRAFT SURAT DINAS



PENYUSUNAN NASKAH DINAS

TINGKAT KEASLIAN

1. Asli

2. Salinan/turunan

3. Petikan

4. Tembusan

DERAJAT KECEPATAN PENGIRIMAN SURAT

1. AmatSegera / Kilat → dikirimkurangdari24Jam;

2. Segera → dikirimmaksimal 2x24Jam;

3. Biasa → dikirimsesuai jadwal pengiriman  
kurir/caraka.



PENANDATANGANAN SURAT DINAS YANG  
MENGGUNAKAN GARIS KEWENANGAN

1. AtasNama(a.n.)

Digunakanjikapejabatyangmenandatangani suratdinas
telah diberi kuasa oleh pejabat yangbertanggung jawab;

2. UntukBeliau(u.b.)

Digunakan jika yang diberikan kuasa memberikan
kuasa  lagikepadapejabat satu tingkatdi

bawahnya;

3. PelaksanaTugas(Plt.) berwenangDigunakan apabila pejabat yang
menandatangani naskah dinas belum ditetapkan.

4. PelaksanaHarian(Plh.)

Digunakan apabila pejabat yang berwenang
menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat
sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari-
hari perlu adapejabatsementarayangmenggantikannya.
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PENENTUAN BATAS / RUANG TEPI
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PENGGUNAAN HURUF

• ARIAL 11 / 12

• Naskah Dinas Pengaturan Bookman Old Style 12

(Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang  

Pembentukan Perpu)

TINGKAT KEAMANAN NASKAH DINAS

1. Sangat Rahasia (SR)

2. Rahasia (R)

3. Biasa (B)

4. Terbatas



PENGGUNAAN LOGO PENGAYOMAN

Logo Kementerian Hukum dan HAM adalah logo pengayoman
yang berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor
M.HH-05.UM.01.01 Tahun 2011 tentang Logo Kementerian

Hukum dan Hak AsasiManusia.
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KEWENANGAN PENANDATANGANAN PEJABAT STRUKTURAL
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Contoh Draft Surat
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PENGGUNAANUKURAN KERTAS

• Jenis Naskah Dinas Arahan 
Menggunakan Kertas Ukuran Legal
/F4;

• Jenis Naskah Dinas Korespondensi  
Menggunakan Kertas Ukuran A4;

• Jenis Naskah Dinas Khusus
Menggunakan Kertas Ukuran A4;



JENIS – JENIS  
NASKAH DINAS

BIROUMUM  
SEKRETARIAT

JENDERAL  TAHUN
2022



JENISNASKAH
DINAS

NASKAH ARAHAN NASKAH 
KORESPONDENSI

NASKAH
DINAS  
KHUSUS
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JENIS-JENISNASKAHDINAS

Naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan
pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam
penyelenggaraan tugas dan kegiatan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia yang berupa produk hukum yang bersifat pengaturan,
penetapan, danpenugasan.

NASKAHDINAS  
ARAHAN

NASKAH DINAS  
KORESPONDENSI

NASKAHDINAS  
KHUSUS

Naskah dinas pelaksanaan tugas seorang pejabat dalam

menyampaikan informasi kedinasan kepada pihak lain di luar lembaga

yang bersangkutan. sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan

tanggung jawabnya

Naskah Dinas Khusus adalah naskah dinas yang dibuat oleh suatu
Kementerian dan Lembaga dikarenakan ada kepentingan tertentu
( khusus ) dari pelaksanaanunit Kerja.



NOTA DINAS

32

naskah dinas intern yang dibuat oleh pejabat dalammelaksanakan tugas pokok dan fungsinya 
dilingkungan Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM



CONTOH DRAFTNOTA DINAS

Penomoran 
menggunakansistem
No  UrutRegistrasi di
depan  UnitKerja
contohnya:  
SEK.KP.01.01-01



SURAT DINAS
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Naskah dinas pelaksanaan tugas seorangpejabatdalam menyampaikan informasikedinasan 
kepadapihak lain diluar UnitKerjaatau Instansi yangbersangkutan



CONTOH DRAFTSURATDINAS

Penomoran 
menggunakansistem
No  UrutRegistrasi di
depan  UnitKerja
contohnya:  
SEK.KP.01.01-01



SURATDINAS DALAM FORMAT  
BAHASA ASING

Format Surat Dinasyang  
ditandatanganiolehPejabatselain 
Menteri yaituPejabat Pimpinan  
Tinggi MadyadanPratamaserta  
PejabatAdministrator ( KepalaUPT),  
Pejabat pengawas( Kepala UPT)

PenomoranmenggunakansistemNoUrut  
Registrasidibelakangsetelahjenis  
klasifikasipenomorancontohnya:
SEK-KP.01.01-01



ContohSurat Dinas  
SekretarisJenderal  
Terkait Perubahan  
desaianLogo
Peringatan  Upacara

Penomoran 
menggunakansistem
No  UrutRegistrasi di
depan  UnitKerja
contohnya:  SEK-
UM.03.01-152



SURAT UNDANGAN
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Surat undanganadalahsurat dinas yang memuat undangankepadapejabatatau pegawaiyang 
tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan tertentu seperti rapat, upacara 

danpertemuan



CONTOH DRAFT SURAT UNDANNGAN

Penomoran 
menggunakansistem
No  UrutRegistrasi di
depan  UnitKerja
contohnya:  
SEK.KP.01.01-01



ContohSurat Dinas  
SekretarisJenderal  
TerkaitUndangan  
Deklarasi Janji Kinerja

Penomoran 
menggunakansistem
No  UrutRegistrasi di  
belakanUnitKerja  
contohnya: SEK-
UM.02.03-03



SURAT KETERANGAN
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Surat keterangan/rekomendasi merupakan Naskah Dinas yang berisi
informasi yang menerangkan/merekomendasikan hal atau seseorang untuk
kepentingan kedinasan. Surat keterangan/rekomendasi dibuat dan
ditandatangani oleh pejabat yang sesuai dengan tugas, wewenang, dan
tanggung jawabnya



SURAT 
KETERANGAN

Format SuratKeterangan  
ditandatanganiolehPejabatPimpinan 
Tinggi MadyadanPratamaserta  
PejabatAdministrator ( KepalaUPT),  
Pejabat pengawas( KepalaUPT)

PenomoranmenggunakansistemNoUrut  
Registrasidibelakangsetelahjenis  
klasifikasipenomorancontohnya:
SEK-KP.01.01-01



TATACARA  

PENOMORANSURAT  

DINAS

53

BIROUMUM  
SEKRETARIATJENDERAL  

TAHUN 2020



PENOMORAN NASKAH DINAS ARAHAN

A. Penomoran Naskah Dinas Arahan Meliputi :
1. Naskah Dinas Pengaturan Terdiri dari Pedoman,Intruksi,  

Surat Edaran,petunjuk pelaksanaan, Prosedur tetap / SOP
2. Naskah Dinas Ketetapan Terdiri dari Surat Keputusan

1. Contoh penomoran Surat Keputusan Kepala UPT:



PENOMORAN NASKAH DINAS ARAHAN

1. Contoh penomoran Surat Keputusan Menteri :

2. Contoh penomoran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah :



CONTOH PENULISAN PENOMORAN SURAT

Contoh penomoran Naskah dinas Arahan
yang salah dikarenakan Nomor Registrasi
urutnya ada di belakang dan tidak ada
penyebutan Tahun di akhir penomoran

Untuk mengidentifikasi Jenis Klasifikasi
penomoran surat perlu diperhatikan isi
surat tersebut sehingga klasifikasi surat
yang dibuat sesuai dengan isi suratnya



CONTOH PENULISAN PENOMORAN SURAT

Contoh penomoran Naskah dinas Arahan
yang Sudah Benar dikarenakan Nomor
Registrasi urutnya ada di depan setelah
penyebutan Unit kerja dan penulisan
tahun ada dibelakang penomoran.



PENOMORAN NASKAH DINAS KORESPONDENSI

A. Penomoran Naskah Dinas Korespondensi Meliputi :
1. Naskah Dinas Korespondensi terdiri dari Surat Dinas, nota Dinas 

dan Surat Undangan.

1. Contoh penomoran Surat Dinas Penghapusan BMN :



CONTOH PENULISAN PENOMORAN SURAT

Naskah  
benar

Contoh penomoran 
Korespondensi yang sudah  
dikarenakan Nomor Registrasi urutnya
ada di belakang setelah jenis kode
klasifikasi surat

Untuk mengidentifikasi Jenis Klasifikasi
penomoran surat perlu diperhatikan isi
surat tersebut sehingga klasifikasi surat
yang dibuat sesuai dengan isi suratnya,
dikarenakan kita selalu berfokus kepada
hal sehingga banyak klasifikasi yang
tidak sesuai dengan isi suratnya.



TERIMA  KASIH

Biro Umum Sekretariat 
Jenderal Kementerian Hukum 

dan HAM RI Tahun 2023


